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Abstrak 
Lulusan program studi ilmu perpustakaan dan informasi Indonesia di abad 21 ini harus terus 
mengembangkan ilmu dan keterampilannya untuk bisa memaksimalkan layanan ke pengguna. 
Tidak saja kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga 
emerging competencies lainnya. Permasalahannya, ada banyak kendala bagi program studi ilmu 
perpustakaan dan informasi (PSIPI) di Indonesia untuk bisa mengakomodasi emerging 
competencies ini dalam kurikulum mata kuliah mereka. Disinilah peran continuing professional 
development (CPD) menjadi vital bagi lulusan PSIPI Indonesia agar mampu meminimalisir 
kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dengan LIS professionals dari negara lain.  
Kata kunci: Continuing professional development, Kompetensi, Kapabilitas, Keahlian, Ilmu 
perpustakaan dan informasi. 
Pendahuluan 
Di abad 21 ini, bidang ilmu perpustakaan dan informasi sangat erat kaitannya dengan bidang 
ilmu komputer. Mathews and Pardue (dikutip dalam Partridge, et al., 2010) mengatakan bahwa 
“pekerjaan pustakawan semakin mirip dengan pekerjaan di bidang teknologi informasi” (p. 265). 
Seperti halnya pekerjaan di bidang teknologi informasi yang dinamis dan selalu berkembang, 
demikian halnya juga dengan pekerjaan seorang LIS (library and information science) 
professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi lulusan program studi ilmu perpustakaan 
dan informasi (PSIPI) untuk terus belajar dan tetap up-to-date dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) terkini untuk bisa memberikan layanan yang optimal kepada 
pengguna perpustakaan.  
Tulisan ini merupakan sudut pandang penulis menanggapi artikel ilmiah dari Sulistyo-Basuki 
(2006) berjudul: Kemampuan lulusan program studi ilmu perpustakaan dan informasi di era 
globalisasi informasi. Lulusan PSIPI yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sarjana lulusan 
PSIPI, bukan lulusan diploma atau sarjana non-PSIPI yang kemudian mengikuti pendidikan 
penyetaraan untuk menjadi pustakawan.  
Tulisan ini dimulai dengan pembahasan mengenai kurikulum PSIPI di Indonesia, kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan PSIPI di abad 
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21 dan pembahasan mengenai continuing professional development (CPD). Kompetensi yang 
dibahas dalam tulisan ini tidak hanya dalam bidang TIK saja, tetapi juga kompetensi lainnya. 
Diharapkan tulisan ini bisa membangkitkan kesadaran LIS professionals di Indonesia mengenai 
pentingnya menambah pengetahuan dan keterampilan melalui continuing professional 
development agar bisa memaksimalkan layanan perpustakaan. 
Kurikulum PSIPI di Indonesia 
Dalam bidang profesi apapun, untuk dianggap sebagai professional yang ‘kompeten’, seorang 
professional harus memiliki kualifikasi dasar tertentu yang ditandai dengan pemberian sertifikasi 
profesi. Tidak adanya sertifikasi profesi dan standar kualitas bagi lulusan PSIPI di Indonesia 
membuat pengertian ‘pustakawan profesional’ di Indonesia menjadi sulit untuk didefinisikan. 
Maesaroh dan Genoni (2009) menilai hal ini sebagai kelemahan dalam mengatur kredensial dari 
pustakawan ‘profesional’ di Indonesia.  
Berdasarkan kesepakatan di tahun 2002, kurikulum dasar PSIPI di Indonesia terdiri dari 60 kredit 
yang dituangkan dalam unit mata kuliah. Sedangkan kredit yang tersisa diserahkan pada masing-
masing universitas. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi universitas dalam menyusun kurikulum 
mata kuliah yang akan berpengaruh pada kompetensi lulusannya (Sulistyo-Basuki, 2006). Jadi, 
sebuah universitas bisa memilih akan lebih fokus ke bidang apa kompetensi lulusannya, baik itu 
di bidang TIK, atau bidang lainnya. Walaupun kurikulum dasar PSIPI sudah ditetapkan, ada 
banyak literatur yang membahas mengenai kelemahan lulusan PSIPI Indonesia dalam 
kompetensi di bidang tertentu. 
Beberapa literatur yang mengkaji kelemahan pustakawan Indonesia dirangkumkan dalam Tabel 
1 di bawah ini: 
Tabel 1 Kelemahan pustakawan Indonesia 
Pengarang Temuan penelitian 
Farida dan Purnomo (2006) Kurangnya fasilitas dan akses internet yang memadai 
membuat kompetensi di bidang TIK rendah.  
Ardoni (2005) Rendahnya pengetahuan pustakawan mengenai TIK akibat: 
• Sikap pustakawan 
• Kemampuan pustakawan  
• Rancangan program aplikasi 
• Peraturan angka kredit pustakawan 
• Kurikulum pendidikan perpustakaan 
• Organisasi profesi 
Damayani (2005) Rendahnya pengetahuan TIK karena kurangnya sarana dan 
prasarana yang mendukung. 
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Hernandono (2005) Empat kelemahan pustakawan Indonesia adalah: 
• Rendahnya self-esteem 
• Rendahnya pengetahuan dan keterampilan 
menggunakan Bahasa Inggris dan TIK 
• Rendahnya keterampilan melakukan penelitian dan 
menulis artikel jurnal 
• Rendahnya keterampilan membangun kerjasama 
antarperpustakaan atau institusi 
Harkrisyati (2005) Pustakawan Indonesia sulit mendapatkan posisi jabatan 
strategis di instusinya karena: 
• Tidak memiliki pengetahuan bisnis yang memadai 
• Tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan peran 
informasi dengan misi organisasi tersebut 
• Rendahnya keterampilan memimpin (leadership) 
• Rendahnya kemampuan manajerial 
Hasugian (dikutip dalam 
Maesaroh & Genoni, 2009) 
Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pustakawan 
dalam bidang TIK yang berdampak pada penerapan TIK di 
perpustakaan. 
Pendit (2001) Rendahnya pengetahuan TIK salah satunya disebabkan 
karena kurangnya sarana yang memadai. 
Dari literatur yang dijabarkan dalam Tabel 1 di atas, sebagian besar literatur menyoroti 
rendahnya kemampuan pustakawan dalam bidang TIK. Kurangnya sarana dan prasarana TIK 
yang memadai diyakini turut berperan besar dalam rendahnya kemampuan pustakawan di bidang 
TIK. Hal ini berdampak pada kurangnya pembahasan TIK di kurikulum PSIPI di Indonesia.  
Selain lemah dalam kompetensi TIK, Hernandono (2005) berpendapat bahwa rendahnya 
keterampilan dalam melakukan penelitian dan menulis artikel jurnal, dan membangun kerjasama 
antarperpustakaan, juga menjadi sebab lemahnya kompetensi pustakawan Indonesia. Studi 
lainnya oleh Harkrisyati (2005) menekankan pentingnya kompetensi di bidang bisnis, pemasaran 
informasi, kepemimpinan, dan manajerial bagi pustakawan.  
Kompetensi lulusan PSIPI yang diharapkan di abad 21 
Hal ini kemudian memicu pertanyaan mengenai kompetensi apa saja yang diharapkan dimiliki 
oleh lulusan PSIPI di abad 21. Dari tinjauan literatur mengenai kelemahan pustakawan Indonesia 
yang telah dibahas di atas, rendahnya kemampuan TIK disinggung pada sebagian besar literatur. 
Pentingnya memiliki kompetensi di bidang TIK bagi lulusan PSIPI telah dikemukakan oleh 
Sulistyo-Basuki (2006). Beliau mengusulkan 12 kompetensi TIK yang diharapkan dimiliki oleh 
lulusan PSIPI: 
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1. Kompetensi dasar TIK 
2. Kompetensi olah kata (word processing) 
3. Kompetensi surat elektronik (e-mail) 
4. Kompetensi internet dan intranet 
5. Kompetensi graf(ik) 
6. Kompetensi penyajian (presentasi) 
7. Kompetensi penerbitan 
8. Kompetensi manajemen proyek dan lembar elektronik (spreadsheet) 
9. Kompetensi pangkalan data 
10. Kompetensi pemeliharaan sistem (system maintenance) 
11. Kompetensi dalam desain dan pengembangan aplikasi dalam lingkungan Web 
12. Kompetensi analisis sistem dan pemograman 
(Sulistyo-Basuki, 2006) 
Dari 12 kompetensi TIK yang diusulkan, Sulistyo-Basuki (2006) menjelaskan bahwa poin 1 
sampai 9 adalah ‘kompetensi inti’ yang diharapkan dimiliki oleh lulusan PSIPI. Sedangkan poin 
10 sampai 12 merupakan ‘advanced competencies’ atau kompetensi lanjutan bagi pustakawan 
yang ingin mengembangkan kemampuan TIK yang dimiliki. 
Selain kompetensi TIK yang disebutkan diatas, penulis berpendapat bahwa kompetensi 
menggunakan Web 2.0 atau teknologi partisipatif (participatory technologies) yang baik dan 
benar juga penting untuk dimiliki oleh lulusan PSIPI. Kompetensi teknologi partisipasif yang 
dimaksud disini bukan hanya mengetahui cara menggunakan teknologi tersebut tapi juga 
pengetahuan mengenai etika di Web dan pengetahuan mengenai pedoman dasar teknologi 
partisipasif. Hal ini dikarenakan, sekarang ini banyak orang yang memiliki online presences 
melalui teknologi partisipasif, contohnya Facebook, Twitter, dan YouTube. Perpustakaan bisa 
memanfaatkan terknologi partisipasif ini untuk beragam manfaat, seperti contohnya untuk 
menjangkau lebih banyak pengguna perpustakaan dan sebagai sarana promosi dan pemasaran 
perpustakaan. Berikut adalah contoh penggunaan beberapa teknologi partisipasif yang bisa 
diterapkan di perpustakaan: 
1. Layanan referensi online 
Fasilitas ini akan menjadi backchannel layanan referensi yang telah ada. Fasilitas ini juga 
memudahkan pengguna perpustakaan karena mereka tidak harus datang ke perpustakaan 
untuk bertanya ke pustakawan.  
2. YouTube 
YouTube dapat digunakan sebagai sarana penunjang kelas literasi informasi. Salah satu 
contohnya dengan menyediakan video tutorial bagaimana mengakses database yang 
dilanggan perpustakaan. 
3. Facebook 
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Facebook dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi perpustakaan dan juga sebagai 
sarana untuk perluasan layanan perpustakaan. 
4. Blog 
Blog dapat digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antara pengguna perpustakaan 
dan pustakawan. Contoh penggunaan blog di perpustakaan adalah klub buku online 
bernama “Bookcoasters” di perpustakaan umum Gold Coast, Australia. 
5. Online bookmark manager 
Online bookmark manager dapat digunakan untuk menggantikan konvensional library 
pathfinder.  
Selain contoh di atas, masih banyak lagi teknologi partisipasif yang bisa dimanfaatkan 
perpustakaan secara gratis.  Oleh karena itu, kompetensi di bidang teknologi partisipasif penting 
dimiliki oleh lulusan PSIPI.  
Penulis kemudian melihat pedoman program pendidikan profesional perpustakaan dan informasi  
yang direvisi pada tahun 2012 oleh IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions). Pedoman ini menetapkan kerangka arah pendidikan PSIPI, termasuk pembahasan 
mengenai kurikulum inti pendidikan yang perlu dimasukkan dalam program pengajaran. 
Pedoman kurikulum ini direvisi secara reguler dan dibuat berdasarkan masukan berbagai pihak 
yang bergerak di bidang LIS yang diawasi oleh Komite Standar IFLA (Hallam, et al., 2012). 
Kurikulum inti pendidikan PSIPI yang ada dalam pedoman IFLA tersebut adalah: 
1. The information environment, societal impacts of the information society, information 
policy and ethics, the history of the field.  
2. Information generation, communication and use.  
3. Assessing information needs and designing responsive services.  
4. The information transfer process.  
5. Information resource management to include organization, processing, retrieval, 
preservation and conservation of information in its various presentations and formats.  
6. Research, analysis and interpretation of information.  
7. Applications of information and communication technologies to all facets of library and 
information products and services.  
8. Knowledge management.  
9. Management of information agencies.  
10. Quantitative and qualitative evaluation of outcomes of information and library use. 
11. Awareness of indigenous knowledge paradigms.  
(Hallam et al., 2012, pp. 4–5). 
Studi lainnya oleh Partridge dan Hallam (2004) secara spesifik mengidentifikasi keterampilan 
dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh LIS professionals di era teknologi partisipasif pada 
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saat ini dan di masa depan. Hasil penelitian tersebut berguna untuk mengantisipasi pengetahuan 
dan keterampilan yang perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan LIS di Australia. Peserta 
dari studi ini adalah LIS professionals dari berbagai macam sektor di Queensland bagian 
tenggara, Australia. Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu disiplin pengetahuan ilmu 
perpustakaan dan informasi, dan kapabilitas dasar yang dijabarkan dalam Tabel 2 dibawah ini: 
Tabel 2 Disiplin pengetahuan LIS dan kapabilitas dasar yang diharapkan dari LIS professionals di abad 21 
oleh Partridge and Hallam (2004, p. 6-7) 
No. The LIS discipline knowledge Generic capabilities 
1. Information and society Information literacy 
2. Ethics and legal responsibility Lifelong learning 
3. Management Teamwork 
4. Information organisation Communication 
5. Information services Ethics and social responsibility 
6. Collection management and 
development 
Project management 
7. Information resources and retrieval Critical thinking 
8. Information literacy instruction Problem solving 
9. Information management Business acumen 
10. Information systems for LIS 
professionals 
Self-management 
11. Web content management  
12. Career planning skills  
13. Records management and archives  
14. Research  
Dari pemindaian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa selain kompetensi di bidang TIK, 
masih banyak lagi kompetensi-kompetensi lainnya yang diharapkan dimiliki oleh LIS 
professionals di abad 21 ini. Permasalahannya dengan PSIPI di negara berkembang termasuk di 
Indonesia adalah perubahan kebutuhan pengguna perpustakaan yang terjadi di lapangan 
seringkali tidak diimbangi dengan perubahan penyesuaian kurikulum mata kuliah. Majid (2004) 
mengemukakan beberapa alasan kenapa PSIPI di negara berkembang di kawasan Asia Tenggara 
tidak mampu memasukkan kompetensi emerging technologies dalam kurikulum mereka antara 
lain karena:  
1. Sumber daya yang kurang layak (literatur, hardware, software, infrastuktur TIK, dll.) 
2. Kurangnya pengajar PSIPI yang terlatih dalam emerging disciplines 
3. Cepat munculnya emerging technologies baru 
(Majid, 2004, p. 60). 
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Selain itu, berdasarkan pembicaraan informal penulis dengan beberapa pengajar PSIPI Indonesia, 
birokrasi yang rumit juga menjadi salah satu penyebab proses pengajuan usulan mata kuliah baru 
memerlukan waktu yang lama. Padahal, kurikulum pendidikan PSIPI perlu diperbarui secara 
berkala sesuai dengan tuntutan pengguna dan zaman. Dikhawatirkan hal ini bisa menyebabkan 
terjadinya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang semakin besar antara lulusan PSIPI 
Indonesia dengan LIS professionals dari negara lain.  
Continuing professional development (CPD) 
Ada banyak definisi tentang continuing professional development (CPD). Sebuah studi dari 
Friedman et al. (2000) meneliti mengenai definisi CPD yang paling banyak digunakan oleh 
profesional dari berbagai latar belakang pendidikan. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa 
definisi CPD dari Construction Industry Council (CIC) pada tahun 1986 adalah definisi yang 
paling banyak digunakan. Definisi CPD menurut CIC (dikutip dalam Friedman, 2012, p. 9) 
adalah: 
“The systematic maintenance, improvement and broadening of knowledge and skills, and the 
development of personal qualities necessary for the execution of professional and technical 
duties throughout the individual’s working life.” 
Demi kesamaan persepsi, CPD dalam tulisan ini menggunakan definisi CPD dari CIC seperti 
yang telah disebutkan di atas. CPD merupakan hal yang umum di kebanyakan profesi. Bahkan, 
di beberapa profesi, CPD merupakan aktivitas yang wajib dilakukan, contohnya di bidang 
kedokteran, keperawatan, dan hukum. Di bidang kepustakawanan, ada beberapa negara yang 
mewajibkan LIS professionals untuk mengikuti aktivitas CPD untuk bisa menjadi anggota 
organisasi profesi atau untuk memiliki tipe keanggotaan yang berbeda, tetapi ada juga negara 
yang tidak mewajibkannya.  
Sebagai contoh, organisasi profesi LIS professionals di Australia, ALIA (Australian Library and 
Information Association), memiliki skema professional development (PD) bagi anggotanya untuk 
mendapatkan status praktisi bersertifikat (certified practitioner) (ALIA, 2013). Walaupun 
partisipasi dalam skema PD ini tidak diwajibkan bagi anggota ALIA, kebanyakan anggota ALIA 
turut berpartisipasi dalam program ini. Tujuannya adalah selain untuk mendapatkan status 
praktisi bersertifikat, juga agar bisa menambah pengetahuan dan keterampilan guna menunjang 
profesi mereka. Bahkan di konferensi ALIA Online 2013 yang lalu, ada diskusi informal di 
kalangan LIS professionals Australia untuk menjadikan skema PD yang ditawarkan oleh ALIA 
ini menjadi hal yang wajib diikuti oleh seluruh LIS professionals di Australia. Walaupun ide ini 
belum terealisasi, dari diskusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa LIS professionals di 
Australia mulai menyadari pentingnya CPD bagi perkembangan profesi mereka. 
Pada konteks negara berkembang, Majid (2004) melihat adanya kebutuhan akan kegiatan CPD 
untuk mengakomodasi emerging competencies yang tidak bisa dimasukkan dalam kurikulum 
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PSIPI di negara berkembang khususnya kawasan Asia Tenggara.  Lebih lanjut, Maesaroh dan 
Genoni (2009, p. 528) meyakini bahwa CPD adalah kegiatan yang vital untuk dilaksanakan guna 
mengukur standar profesionalisme bagi LIS professionals Indonesia dan untuk meminimalisir 
kesenjangan pengetahuan dalam kepustakawanan Indonesia yang tidak dapat diakomodasi oleh 
kurikulum pendidikan PSIPI.  
Kegiatan CPD merupakan kegiatan belajar yang dapat dilakukan baik secara formal maupun 
informal. Khusus untuk CPD formal, Majid (2004, p. 69) menekankan “pentingnya koordinasi 
yang baik antara PSIPI, organisasi profesi, perpustakaan nasional, lembaga donor, dan organisasi 
tempat di mana LIS professionals bekerja”. Kegiatan CPD formal yang tidak terkoordinasi dan 
sistematis akan menimbulkan kemungkinan pengembangan kompetensi yang tidak fokus. Lebih 
lanjut, untuk menghindari hal ini Majid (2004, p. 58) menganjurkan agar “PSIPI pada suatu 
wilayah tertentu diharapkan bisa menjadikan kegiatan CPD ini sebagai bagian dari tanggung 
jawab inti program studi mereka”. 
Di Indonesia, ada sebuah organisasi keilmuan bidang perpustakaan dan informasi bernama 
Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII). ISIPII berbeda dengan 
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) selaku organisasi profesi, karena ISIPII berupaya fokus pada 
pengembangan bidang keilmuan ilmu perpustakaan dan informasi melalui jalinan kerjasama 
dengan berbagai organisasi ilmiah dan mitra profesional. Kedepannya diharapkan ISIPII bisa 
menyediakan continuing professional development yang terkoordinasi dengan baik dan 
sistematis bagi lulusan PSIPI di Indonesia.  
Contoh aktifitas CPD formal adalah seminar atau pelatihan berbasis organisasi profesi atau 
tempat kerja. Sekarang ini banyak juga kegiatan CPD formal yang ditawarkan secara gratis oleh 
organisasi tertentu, contohnya adalah online webinar dari IFLA yang dilaksanakan secara 
reguler. Contoh lainnya, sekarang ini banyak universitas ternama yang menawarkan kuliah 
online secara gratis yang lebih dikenal dengan istilah MOOC (Massive Open Online Course) 
yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana CPD bagi LIS professionals. 
Selain secara formal, kegiatan CPD juga bisa dilakukan melalui kegiatan informal. Contoh dari 
kegiatan informal ini adalah secara teratur mengikuti perkembangan LIS melalui Internet atau 
mengadakan pertemuan informal dengan sesama LIS professionals untuk mempelajari atau 
berbagi pengetahuan dan keterampilan tertentu. Selain gratis, keuntungan lain memilih kegiatan 
CPD secara informal adalah, LIS professionals bisa mempelajarinya pada waktu luang mereka 
dan juga bisa mengatur kecepatan belajar dengan kecepatan pemahaman mereka.  
Kesimpulan 
Sangatlah penting bagi lulusan PSIPI Indonesia untuk terus mempelajari pengetahuan dan 
keterampilan baru untuk bisa bersaing dengan LIS professionals dari negara lain. Selain TIK, 
masih banyak lagi kompetensi lainnya yang diharapkan dimiliki oleh lulusan PSIPI. Sayangnya 
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karena berbagai macam kendala, PSIPI di Indonesia belum mampu mengakomodasi semua 
emerging competencies ini dalam kurikulum mereka. Kegiatan CPD baik secara formal ataupun 
informal diyakini mampu meminimalisir kesenjangan pengetahuan ini. Diharapkan dengan 
timbulnya kesadaran akan pentingnya kemauan untuk berpartisipasi dalam CPD, lulusan PSIPI 
Indonesia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
pengguna dan zaman di abad 21 ini. 
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